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BAB 1 PENDAHULUAN

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar (DTKSK) sebagai

perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas, DTKSK membantu Walikota dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dengan tujuan

meningkatnya daya saing daerah dengan sasaran mengurangi pengangguran serta

memberikan pelayanan yang baik dalam melayani masyarakat maupun peningkatan

kompetensi pencari kerja untuk menghadapi era persaingan global.

enilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci

untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,

transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem menajemen berorientasi hasil

yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang

akuntabel. Dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

tersebut setiap instansi pemerintah membuat Rencana Strategis untuk masa lima

tahun serta menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator

kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran

program/kegiatan.

Rencana kinerja tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional

yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, realisasi atas

pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan tersebut

dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir

tahun anggaran.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Dinas

P

1.1 Latar Belakang
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Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah ditetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi perangkat daerah dalam

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Denpasar Tahun 2025 sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas

penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJiP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Tahun 2025 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun

capaian kinerja selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-

2026 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar Tahun 2021-2026.
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truktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Denpasar berdasarkan Perwali Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut:

S

1.2 Gambaran Umum DTKSK Kota Denpasar

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

2. Sekretaris Dinas

 Kasubag. Umum dan Kepegawaian

 Kasubag. Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Pembinaan dan Pelatihan terdiri dari :

 Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan

4. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari :

 Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja

 Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

5. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :

 Kepala Bidang Hubungan Industrial

 Kelompok Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

6. Kelompok jabatan Fungsional

 Mediator

 Pengantar Kerja
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Berikut adalah struktur DTKSK sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun

2023 :

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam menjalankan

tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Berjalannya organisasi DTKSK sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas Sumber

Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan

tanggal 31 Desember 2025 DTKSK di dukung oleh pegawai sebanyak 62 orang yang terdiri

20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 33 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja (PPPK) dan 9 Orang Pegawai Non ASN dari 62 orang pegawai terdiri dari 28 orang

Perempuan dan 34 orang laki –laki. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan, pegawai

DTKSK pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 9 orang, Strata-1/DIV sebanyak 40 orang,

pendidikan Diploma sebanyak 1 orang, pendidikan SMA sebanyak 10 orang, pendidikan

SMP sebanyak 1 orang, dan pendidikan SD sebanyak 1 orang.
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Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai

tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan di bidang

ketenagakerjaan. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

A. TUGAS DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas membantu

Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada Kota.

B. FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

mempunyai fungsi:

1. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka
panjang;

2. penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum,
urusan keuangan dan urusan kepegawaian;

3. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi;

4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja
dan sertifikasi kompetensi;

5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan tenaga kerja dan sertifikasi
kompetensi;

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi
sesuai peraturan perundang-undangan;

7. pelaksaaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan
fungsinya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi DTKSK
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Tenaga kerja di Kota Denpasar diharapkan dapat bersaing dalam mengisi

pangsa pasar kerja di luar negeri dan dalam negeri dengan kualifikasi berkompeten

serta tersertifikasi. Jika rendahnya kualifikasi tenaga kerja di Kota Denpasar sehingga

dapat mengakibatkan permasalahan dalam hal penempatan kerja dan tenaga kerja

tidak mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hak dan keselamatannya.

Adapun isu strategis terhadap ketenagakerjaan di Kota Denpasar adalah:

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai sebuah OPD

yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota

Denpasar dibidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya-

upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia

usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap permasalahan dan solusi

yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1.4 Isu Strategis DTKSK



LKJiP DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR 7

Permasalahan

Solusi

1. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan kurangnya penempatan tenaga kerja baik dalam

maupun luar negeri.

2. Banyaknya pencari kerja yang belum menyadari manfaat daripada pembuatan kartu tanda

bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagai syarat untuk melamar pekerjaan dan

kurangnya kesadaran untuk melapor kembali ke Dinas Tenaga kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar setelah diterima bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah.

3. Rendahnya SDM yang berkompetensi dan bersertifikasi.

4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja serta hubungan industrial yang

harmonis.
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Dasar Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun

2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

1.5. Landasan Hukum
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12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009

Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar

Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
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ada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai

media penggambaran pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar selama tahun 2025. Capaian Kinerja (performance results)

tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja ( performance plan )

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika

penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

P
1.6. Sistematika Penulisan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi oleh organisasi

Menjelaskan Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja tahun yang bersangkutan, muatan Rencana Strategis Dinas

Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dan

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar tahun 2025
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BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Lampiran :

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran untuk mewujudkan

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk peningkatan kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja
Perubahan Tahun 2025, Pengukuran Kinerja Tahun 2025,
Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2025, Realisasi Kegiatan Tahun
2025, Rencana Aksi.
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Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi

pemerintah melalui kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan sesuai dengan penyusunan dari

kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam

jangka waktu tertentu.

encana strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar merupakan kerangka pembangunan Dinas Tenaga Kerja

dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk periode waktu 5 tahun. Sebagai

dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program, Renstra Dinas

Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pedoman dan

tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan khususnya bidang ketenagakerjaan

mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026,

yaitu:

BAB II PERENCANAAN KINERJA

R
2.1 Rencana Strategis
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Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yaitu :

:

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Mengacu pada misi 4

yaitu : “Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju

keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana”

M I S I
1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar

melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan

dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.

2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya

kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.

3. Kejujuran dan spirit sewakadarma sebagai penguat

reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik

(Good Governance)

4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan

inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita

Karana.

5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat

berlandaskan kebudayaan Bali.
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Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran

adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat

menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran DTKSK Kota Denpasar

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Tahun

2022 2023 2024 2025

1. Mengurangi Angka

Pengangguran

Meningkatnya Kompetensi

Tenaga Kerja

Besaran Tenaga Kerja Yang

Mendapat Pelatihan berbasis

Kompetensi (%)

87 88 89 90

Besaran Tenaga Kerja Yang

Mendapat Pelatihan

kewirausahaan (%)

88 91 93 96
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Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi

berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah

kebijakan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki

fokus sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk melihat rumusan lengkap strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Meningkatnya

Penempatan dan Perluasan

Kesempatan

Kerja

Besaran Pencari Kerja yang

Terdaftar Yang

Ditempatkan (%)

35 36 37 38

Meningkatnya Perlindungan

Tenaga Kerja dan

PengembanganHubungan

Industrial

Besaran Kasus yang

diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama

(PB) (%)

60 61 63 65

Besaran pekerja/buruh yang

menjadi peserta perlindungan

jaminan sosial

ketenagakerjaan (%)

57 59 61 63
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Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Mengurangi
Angka Pengangguran

1. Meningkatnya

KompetensiTenaga

Kerja

1. Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

1. Pengembangan

Kompetensi dan

Sertifikasi Tenaga Kerja

2. Meningkatnya

Penempatandan

Perluasan Kesempatan

Kerja

2. Peningkatan

KesempatanKerja

2. Peningkatan Mutu

Pelayanan Informasi Pasar

Kerja

2. Meningkatnya Perlindungan

Tenaga Kerja dan

Pengembangan Hubungan

Industrial

3. Perlindungan dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

3. Pengembangan Hubungan

Industrial dan Peningkatan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja
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encana program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi

dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai

dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Program dan kegiatan

tersebut adalah sebagai berikut :

R

Program Penempatan Tenaga Kerja

Terdiri dari kegiatan :

a. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

b. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota

c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah

Kabupaten/Kota

d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat

Daerah

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terdiri dari kegiatan :

a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

b. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
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Program Hubungan Industrial

Terdiri dari kegiatan :

a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah

Kabupaten/Kota

b. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian

Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
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alam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Dinas Tenaga Kerja

dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berpedoman pada

pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau Instansi

Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu

prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis

dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

D



LKJiP DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR 20

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

NO

KINERJA UTAMA ATAU
TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA
PENANGGUNG

JAWAB
SUMBER
DATA KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

1
Mengurangi
Pengangguran 1

Tingkat Pengangguran
Tebuka

Jumlah Pengangguran x 100%
Jumlah Angkatan Kerja

Dinas Tenaga
Kerja dan
Sertifikasi
Kompetensi
Kota Denpasar

Badan
Pusat
Statistik
Kota
Denpasar

OPD :

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Tugas Pokok : 1 Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan
tugas pembantuan yang diberikan Walikota

Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan
3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
4 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.



LKJiP DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR 21

erencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi

pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja

dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di

dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan rencana

capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

P
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Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menetapkan tujuan,

sasaran dan program yang ditetapkan pada tabel Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2025

No Tujuan Indikator
Tujuan

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target

1. Mengurangi Angka
Pengangguran

Tingkat
Pengangguran

Terbuka

Meningkatnya
Kompetensi
Tenaga Kerja

Besaran Tenaga Kerja Yang
Mendapat Pelatihan berbasis
Kompetensi % 90%

Besaran Tenaga Kerja Yang
Mendapat Pelatihan kewirausahaan % 96%

Meningkatnya
Penempatan
dan Perluasan
Kesempatan
Kerja

Besaran Pencari Kerja yang
Terdaftar YangDitempatkan % 38%

Meningkatnya
Perlindungan Tenaga
Kerja dan
Pengembangan
Hubungan Industrial

Besaran Kasus yang
diselesaikan dengan Perjanjian
Bersama (PB)

% 65%

Besaran pekerja/buruh yang
menjadi peserta perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan

% 63%
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A. Pengertian

erjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang mengahasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang

diperjanjikan juga mencakup outcome yang mengahasilkan dari kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

A. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

B. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

C. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberi pengahargaan dan sanksi.

D. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi

atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

E. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan rencana capaian kinerja tahunan

untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) serta seluruh indikator sasaran

perangkat daerah. Perjanjian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi pada Tahun 2025 ada 3 tingkatan yakni :

1. Perjanjian Kinerja Eselon II yakni Perjanjian Kinerja Kepala DTKSK dengan

Walikota Denpasar;

P
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2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian Kinerja Sekretaris/Kepala

Bidang dengan Kepala DTKSK;

3. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/PPPK yang mendapat

pelimpahan kewenangan dalam membantu pelaksanaan kegiatan dan sub

kegiatan dengan Sekretaris/Kepala Bidang/Kasubag.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Denpasar untuk Tahun 2025, secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian

Kinerja terlampir.

PERJANJIAN KINERJA (INDUK)
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Mengurangi Angka
Pengangguran

Tingkat Pengangguran
Terbuka

2,10 %

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada Tahun 2025

melaksanakan 4 Program yang pada anggaran perubahan diuraikan dengan alokasi

anggaran Belanja sebesar Rp. 11.706.866.140.00

Adapun 4 Program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar meliputi:
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Program / Kegiatan Anggaran Keterangan

Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Program Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga
Kerja

Program Hubungan Industrial

Rp. 9.458.468.340.00

Rp. 596.933.600.00

Rp.952.586.200.00

Rp. 698.878.000.00

DAU, PAD

DID, DBH CHT

DID, DAU

PAD, DAU

Jumlah Rp. 11.706.866.140.00

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Mengurangi Angka
Pengangguran

Tingkat Pengangguran
Terbuka

2,10 %

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada Tahun 2025

melaksanakan 4 Program yang pada anggaran perubahan diuraikan dengan alokasi

anggaran Belanja sebesar Rp. 11.663.026.368.00
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Adapun 4 Program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar meliputi:

Program / Kegiatan Anggaran Keterangan

Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Program Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga
Kerja

Program Hubungan Industrial

Rp. 9.394.946.568.00

Rp. 908.031.600.00

Rp.945.086.200.00

Rp. 414.962.000.00

DAU, PAD

DID, DBH CHT

DID, DAU

PAD, DAU

Jumlah Rp. 11.663.026.368.00

Namun pada akhir tahun 2025 DTKSK melakukan Pergeseran anggaran atau

adanya penyesuaian anggaran. Pada anggaran perubahan DTKSK mendapatkan

anggaran sebesar Rp. 11.665.263.368.00 (sebelas miliyar enam ratus enam puluh

lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah)
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Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak dapat

terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

serta Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk

pertanggungjawaban dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan adanya pernyataan

kinerja, sasaran strategis maka setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu

dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (triwulan) dan tahunan terhadap

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 yang

telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan

publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan

outcome yang akan dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang

akuntabel.

Pengukuran kinerja DTKSK pada tahun 2025 berdasar pada pola yang telah

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2025, realisasi kinerja

pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024), serta

realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja
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Persentase tingkat capaian = Realisasi x 100%

Rencana

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase tingkat capaian = Rencana – (Realisasi-Rencana) x 100%

Rencana

Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran

ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga

Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian

kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang

berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin

berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik

akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melaksanakan

seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2025.

NO INTERVAL NILAI REALISASI
KINERJA

KRITERIA PENILAIAN
REALISASI KINERJA

1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi

2 76 % ≤ 90% Tinggi

3 66 % ≤ 75 % Sedang

4 51 % ≤ 65 % Rendah

5 ≤ 50 % Sangat Rendah
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Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan Indikator

Kinerja Utama (Tingkat Pengangguran Terbuka) dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi

Tahun 2025

No.
Kinerja

Utama/Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Target
Tahun
2025

Realisasi
Tahun 2025

Tingkat Capaian

1
Mengurangi Angka
Pengangguran

Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)

2,10 1,41 132
(SANGAT TINGGI)

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tingkat pengangguran menunjukkan besaran penduduk usia kerja yang siap terjun

ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Pengangguran
TPT = × 100%

Jumlah Angkatan Kerja

Pada tahun 2025 jumlah pengangguran di Kota Denpasar sebesar 6.105 orang

dan Jumlah angkatan kerja sebanyak 432.741 orang sehingga Tingkat Pengangguran

Terbuka di Kota Denpasar sebesar :

6.105 orang
TPT = × 100% = 1,41%

432.741 orang

Pada tahun 2025 persentase target Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota

Denpasar sebesar 2,10% dan realisasi pada tahun 2025 sebesar 1,41% sehingga dapat
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dilihat bahwa Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar 132%

dengan predikat penurunan pengangguran terbuka SANGAT TINGGI.

Untuk mendukung tercapainya target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

terdapat pelayanan dasar standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan. Dalam

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, Dalam Peraturan

Menteri ini indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah tolok ukur prestasi

kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran

yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan. Secara rinci

dapat dilihat pada Tabel di bawah mengenai perbandingan capaian kinerja dari tahun

sebelumnya. Adapun hasil analisis terhadap pengukuran indikator kinerja dapat

digambarkan sebagai berikut sesuai dengan SPM Ketenagakerjaan tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai berikut :
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Penjabaran analisis dan evaluasi capaian Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar pada tahun 2025 sebagai berikut :
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Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dengan indikator :

1. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasisKompetensi tahun 2025

dengan realisasi 100% dan tingkat capaian 111% mendapatkan predikat Sangat

Tinggi. Pada Indikator Kinerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan

Berbasis Kompetensi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan uji kompetensi

pada Tahun 2025 sebanyak 2.588 orang dan jumlah peserta yang mendaftar

sebanyak 2.588 orang.

2. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan dengan realisasi

100% dan tingkat capaian 104% mendapatkan predikat Sangat Tinggi. Pada

Indikator Besaran Tenaga Kerja YangMendapat Pelatihan kewirausahaan jumlah

tenaga kerja yang dilatih sebanyak 190 orang dan jumlah pencari kerja yang

mendaftar pelatihan sebanyak 190 orang. Pelatihan kewirausahaan yang telah

dilakukan meliputi pelatihan dan uji kompetensi pastry, barista, bartender, tata

rias, dan spa terapis sehingga besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan

berbasis kewirausahaan mencapai 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk

membentuk tenaga kerja yang terampil dan berkompeten sehingga mampu

berkompetisi dengan baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kompetensi Tenaga

Kerja telah dilaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

dengan 3 Kegiatan yakni :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Penjabaran yang medukung capaian Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar pada tahun 2025 sebagai berikut :
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2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta berperan penting

dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja di Kota Denpasar. Pembinaan

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) adalah kegiatan yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja di LPKS. Jumlah LPKS di Kota

Denpasar s/d Desember 2025 berjumlah 68 LPKS.

TUJUAN Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) :

1. Melakukan pengawasan pada perizinan berusaha berbasis resiko pada bidang

ketenagakerjaan (LPKS) pada sistem OSS. RBA

2. Melaksanakan visitasi,verifikasi dan rekomendasi terkait permohonan sertifikat

standar (Izin operasional LPKS pada sistem OSS.RBA)

3. Memfasilitasi usulan akreditasi LPKS

4. Meningkatkkan mutu penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan kredibilitas LPKS

5. Terlaksananya program pelatihan berbasis kompetensi

6. Meningkatkan kompetensi Instruktur di LPKS

7. Meningkatkan sertifikasi kompetensi peserta latih pada LPKS

8. Membantu LPKS menjalin kerja sama dengan industri

Pada kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,

kegiatan ini untuk mengukur produktivitas suatu daerah. Pengukuran ini dapat

dilakukan dengan berbagai metode, seperti wawancara/bimbingan konsultasi,

monitoring, dan evaluasi. Peningkatan Produktivitas dilakukan melalui

pengembangan budaya produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia,

inovasi teknologi, dan pengembangan manajemen. Dinas Tenaga Kerja sampai

dengan desember 2025 telah melakukan pengukuran produktivitas pada

lembaga/perusahaan sebesar 40 Lembaga/perusahaan.
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Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator :

1. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan pada tahun 2025 dengan

realisasi 80.64% dan Tingkat capaian 212% mendapatkan predikat Sangat Tinggi.

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai perpanjangan

tangan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan ketenagakerjaan telah

melakukan beberapa hal diantaranya menyediakan informasi yang seluas – luasnya

bagi pencari kerja terkait kesempatan kerja, lowongan kerja maupun even – even

berupa kegiatan bursa kerja, kegiatan job canvashing maupun bimbingan penyuluhan

jabatan. Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dikenal dengan nama BKOL (Bursa

Kerja Online), Aplikasi BKOL sebagai sarana bagi pencari kerja untuk mencari

informasi ketenagakerjaan dan membantu pengguna tenaga kerja untuk mencari

tenaga kerja yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Uraian Sumber Data Terdaftar (orang) Ditempatkan
(orang)

Mengukur Persentase Tenaga
Kerja Yang Ditempatkan (Dalam
dan Luar Negeri) Melalui
Mekanisme Layanan Antar Kerja
DalamWilayah Kota Denpasar

Data Bursa Kerja Online 879 779

Data PekerjaMigran Indonesia 732 732

Data Disabilitas 17 17

Data Tenaga KerjaMandiri 3 3

Data BKK / Tracing Study 2.363 1.438

Data Job Fair 3.240 2.402

Data Pekerja Migran Indonesia
Purna Diberdayakan 25 25

Data Lembaga Pelatihan Kerja 6.706 5.866

Persentase TK Ditempatkan

13.965 11.262

80.64 %

Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
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Berdasarkan Database ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar sampai dengan bulan desember 2025 maka diperoleh

data pencari kerja terdaftar sebanyak 13.965 orang dan pencari kerja yang telah

ditempatkan sebanyak 11.262 orang sehingga persentase penempatan pada tahun

2025 sebesar 80.64 %.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja telah dilaksanakan Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 4

Kegiatan Pendukung yakni :

Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan :

1. Pelayanan antarkerja di Daerah Kab/Kota

2. Pengelolaan informasi pasar kerja

3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota,

Tujuan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/kota adalah

untuk mewujudkan kesempatan dan hak yang sama bagi pekerja migran Indonesia.

Pelaksanaan perlindungan PMI yang dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan

sehingga menjamin perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar

negeri, sampai dengan desember 2025 tercatat pekerja migran indonesia di Dinas

Tenaga Kerja dan Sertifikasi kompetensi sebanyak 732 orang.

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, pada kegiatan

ini melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan dan penilaian terhadap proses

pemantauan tenaga kerja asing di Kota Denpasar. Monitoring dan evaluasi tenaga

kerja asing dilakukan untuk memberikan saran dan rekomendasi agar mentaati

aturan yang berlaku. Evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan

kendala yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan pemantauan tenaga kerja asing di
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Kota Denpasar, pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi telah

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 50 perusahaan yang menggunakan

tenaga kerja asing di Kota Denpasar.

Target Pendapatan Terhadap Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di

Kota Denpasar sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliyar Rupiah) dan realisasinya

sebesar Rp. 8.025.348.700 (Delapan Miliyar Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat

Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial

dengan indikator :

1. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/anjuran

pada tahun 2025 dengan realisasi 92.59% dan Tingkat capaian 89%

mendapatkan predikat Sangat Tinggi.

Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pemerintah dalam hal ini Dinas

Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi dan

peranan menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, sosialisasi ketenagakerjaan,

melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran

peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan untuk mendukung terciptanya

hubungan yang harmonis yang ada di perusahaan serta kerja sama yang baik antara

pekerja dengan pengusaha sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pada indikator Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

(PB) Adanya kasus Hubungan Industrial menunjukkan masih adanya pelanggaran

terhadap peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan. Pada tahun 2025 ini,

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menerima 27 kasus

yang tercatatkan dan yang sudah dapat diselesaikan dengan Perjanjian

Bersama/anjuran sebanyak 25 kasus, sehingga apabila dipersentasekan target

Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan
Hubungan Industrial
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capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan

perjanjian berama/anjuran mencapai 92.59%.

2. Besaran pekerja/buruh yang menjadi pekerja perlindungan jaminan sosial

ketenagakerjaan pada tahun 2025 dengan realisasi 52.90% dan tingkat capaian

84% mendapat predikat Tinggi.

Sehubungan dengan pencapaian pada Triwulan IV Tahun 2025, dapat disampaikan

sebagai berikut:

Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Denpasar:

Sumber Data:

 *Data BPS (Badan Pusat Statistik)
 *Surat Laporan Pemda - Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) BPJS Ketenagakerjaan



LKJiP DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR 38

Secara keseluruhan, Tenaga Kerja di Kota Denpasar sudah terlindungi jaminan sosial

ketenagakerjaan sebesar 52.90% dan yang belum terlindungi sebesar 47.10%. Jumlah

peserta jamsostek aktif di Kota Denpasar sebanyak pada Tahun 2025 sebanyak

167.827 orang dan jumlah seluruh pekerja sebanyak 317.237 orang sehingga Besaran

Pekerja/Buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan

mencapai 52.90%.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan

Pengembangan Hubungan Industrial telah dilaksanakan Program Hubungan Industrial

dengan 2 Kegiatan Pendukung :

1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama

untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota

2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja

dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
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Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian

kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja DTKSK pada tahun 2025 mengacu pada Renstra DTKSK Tahun 2021 – 2026.

Realisasi kinerja DTKSK tahun 2024 dan tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

No Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

2024 2025

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

1 Mengurangi
Angka
Pengangguran

Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)

2,80 2,11

124

Sangat
Tinggi

2,10 1,41

132

Sangat
Tinggi

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 – 2025
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Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
2024 2025

Target Realisasi %Capaian Target Realisasi %Capaian

1 Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Kerja

Besaran Tenaga
Kerja Yang
Mendapat Pelatihan
berbasisKompetensi
(%)

89 100 112 90 100% 111%

Besaran Tenaga Kerja
YangMendapat
Pelatihan
kewirausahaan (%)

93 95 102 96 100% 104%

2
Meningkatnya
Penempatan
dan Perluasan
Kesempatan
Kerja

Besaran Pencari
Kerja yang Terdaftar
YangDitempatkan
(%)

37 65 176 38 80.64% 212%
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3 Meningkatnya
Perlindungan Tenaga
Kerja dan
Pengembangan
Hubungan Industrial

Besaran
Kasus yang
diselesaikan
dengan
Perjanjian
Bersama (PB)
(%)

63 56 89 65 92.59% 142%

Besaran
pekerja/buruh
yang menjadi peserta
perlindungan
jaminan sosial
ketenagakerjaan (%)

61 52 85 63 52.90% 84%
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Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian

kinerja dari beberapa tahun terakhir. Kinerja DTKSK dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengacu pada

Renstra DTKSK Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja DTKSK dalam beberapa tahun terkahir untuk setiap sasaran

strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Realisasi

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

1 Mengurangi Angka
Pengangguran

Tingkat Pengangguran
Terbuka (%) 6,54 4,18 2,80 2,10 5,80 2,85 2,11 1,41

3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir
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Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Realisasi

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

1
Meningkatnya
Kompetensi
Tenaga Kerja

Besaran Tenaga
Kerja Yang
Mendapat Pelatihan
berbasis Kompetensi
(%)

87 88 89 90 67 55 100 100

Besaran Tenaga
Kerja Yang
Mendapat Pelatihan
kewirausahaan (%)

88 91 93 96 63 77 95 100

2

Meningkatnya
Penempatan dan
Perluasan
Kesempatan
Kerja

Besaran Pencari
Kerja yang Terdaftar
Yang Ditempatkan
(%)

35 36 37 38 62 54,1 65 80,64

3

Meningkatnya
Perlindungan
Tenaga Kerja dan
Pengembangan
Hubungan

Besaran Kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
(PB) (%)

60 61 63 65 36 39 56 92,59
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Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan

evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Industrial
Besaran pekerja/
buruh yang menjadi
peserta
perlindungan
jaminan sosial
ketenagakerjaan (%)

57 59 61 63 38 56 52 52.90
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Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir periode Renstra

Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan
target akhir periode

No Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Capaian
2025

Target Akhir
Renstra

Tingkat
Kemajuan

1 2 3 4 5 6=4/5*100

1

Meningkatnya
Kompetensi Tenaga
Kerja

Besaran Tenaga
Kerja Yang
Mendapat
Pelatihan berbasis
Kompetensi (%)

100% 90 111%

Besaran Tenaga
Kerja Yang
Mendapat
Pelatihan
kewirausahaan (%)

100% 96 104%

2

Meningkatnya
Penempatan dan
Perluasan
Kesempatan
Kerja

Besaran Pencari
Kerja yang
Terdaftar Yang
Ditempatkan (%) 80.64% 38 212%

3

Meningkatnya
Perlindungan Tenaga
Kerja dan
Pengembangan
Hubungan Industrial

Besaran Kasus
yang diselesaikan
dengan Perjanjian
Bersama (PB) (%) 92.59% 65 142%

Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
perlindungan
jaminan sosial
ketenagakerjaan (%)

52.90% 63 84%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
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Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra

tahun 2021 - 2026 maka ada 4 indikator sasaran yang telah mencapai

atau melampaui target akhir renstra yakni :

1. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi dengan

realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% yang berarti

telah melampaui target akhir periode Renstra DTKSK Tahun 2021- 2026

2. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan (%) dengan

realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% yang berarti

telah melampaui target akhir periode Renstra DTKSK Tahun 2021- 2026

3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan (%) dengan realisasi

capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 80.64% yang berarti telah

melampaui target akhir periode Renstra DTKSK Tahun 2021- 2026

4. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/anjuran (%) dengan

realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 92.59% yang berarti

telah melampaui target akhir periode Renstra DTKSK Tahun 2021- 2026



LKJiP DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR 47

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja secara nasional

maka dilakukan perbandingan realisasi kinerja DTKSK Kota Denpasar

dengan nasional untuk indikator pada urusan ketenagakerjaan “Tingkat

Pengangguran Terbuka”.

Tabel 3.8 Perbandingan Tingkat Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

Rumus yang harusnya digunakan : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan

pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase tingkat capaian = Rencana – (Realisasi-Rencana) x 100%

Rencana

Persentase capaian dengan provinsi :

Rencana : Standar provinsi bali (kolom 5)

Realisasi : Realisasi tahun 2025 (kolom 4)

No Tujuan/
Sasaran

Indikator
Kinerja

Realisasi
Tahun
2025

Standar
Provinsi
(Bali)

Standar
Nasional

% Capaian
dengan
Provinsi

% Capaian
dengan
Nasional

1 2 3 4 5 6 7=4/5*100 8=4/6*100

1
Mengurangi
Angka
Pengangguran

Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)

1,41 1,49 4,85 105 170

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan
Realisasi Nasional
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Persentase tingkat capaian = 1,49 – (1,41 - 1,49) x 100%

1,49

= 105%

Persentase capaian dengan provinsi :

Rencana : Standar Nasional (kolom 6)

Realisasi : Realisasi tahun 2025 (kolom 4)

Persentase tingkat capaian = 4,85 – (1,41 - 4,85) x 100%

4,85

= 170%

Berdasarkan perbandingan capaian Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) dapat dilihat realisasi TPT Kota Denpasar lebih rendah dari

TPT Provinsi Bali dengan capaian 105%, namun jika di bandingkan

dengan TPT Nasional, Kota Denpasar lebih rendah dari TPT Nasional

dengan capaian 170%.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka beberapa Kota di Indonesia

No Kota TPT Tahun 2025
1 Malang 5,69

2 Yogyakarta 5,72

3 Surabaya 4,84

4 Batu 3,53

5 Denpasar 1,41

Berdasarkan data TPT tahun 2025, Kota Denpasar mencatat Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) paling rendah, yaitu 1,41%, dibandingkan dengan Kota Malang (5,69%),

Yogyakarta (5,72%), Surabaya (4,84%), dan Kota Batu (3,53%). Rendahnya TPT di

Denpasar menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif lebih baik dan stabil. Hal

ini tidak terlepas dari kuatnya sektor pariwisata dan jasa yang mampu menyerap

tenaga kerja secara luas, sehingga tingkat pengangguran di Denpasar jauh lebih rendah

dibandingkan kota-kota lainnya.
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Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang telah dilakukan

guna memberikan gambaran keberhasilan maupun permasalahan dalam

pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

mempunyai beberapa program pendukung strategi ditahun 2025 diantaranya sebagai

berikut :

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Indikator Kinerja Utama

No
Tujuan/
Sasaran

Indikator
Kinerja

Target Realisasi
%

capaian

Analisis
Keberhasilan/
Kegagalan

Solusi yang
dilakukan

1 Mengurangi
Angka
Pengangguran

Tingkat
Pengangguran
Terbuka

2,10 1,41 132 1. Meningkatnya
Kompetensi
Tenaga Kerja

2. Meningkatnya
Penempatan dan
Perluasan
Kesempatan
Kerja

3. Meningkatnya
Perlindungan
Tenaga Kerja dan
Pengembangan
Hubungan
Industrial

1. Adanya
pelatihan –
pelatihan
untuk
meningkat
kan kualitas
SDM

2. Perluasan
kesempatan
kerja bagi
angkatan kerja

3. Adanya
Sosialisasi
peraturan
perundang –
undangan di
Bidang
Ketenagakerja
an untuk
menciptakan
hubungan
industrial yang
harmonis

1. 3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan
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Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Program

No
Tujuan/
Sasaran

Indikator
Kinerja

Target Realisasi
%

capaian

Analisis
Keberhasilan/
Kegagalan

Solusi yang
dilakukan

1 Meningkatnya
Kompetensi
Tenaga Kerja

Besaran Tenaga
Kerja Yang
Mendapat
Pelatihan berbasis
Kompetensi (%)

90 100% 111% Pencari keja di
Kota denpasar
yang dapat
difasilitasi
peningkatan
kompetensinya
sesuai dengan
target

Adanya
pelatihan –
pelatihan untuk
meningkatkan
kompetensi
TenagaKerja

Besaran Tenaga
Kerja Yang
Mendapat
Pelatihan
kewirausahaan (%)

96 100% 104%

2 Meningkatnya
Penempatan dan
Perluasan
Kesempatan
Kerja

Besaran Pencari
Kerja yang
Terdaftar Yang
Ditempatkan (%)

38 80,64% 212% Banyaknya
pencari kerja
yang terdaftar
dapat yang
berhasil di
tempatkan baik
di dalam
negeri/luar
negeri

Melakukan
koordinasi
dengan
steakholder di
lembaga
pendidikan/pe
latihan,
perusahaan
penempatan
tenaga kerja
dan
optimalisasi
informasi
pasar kerja
(BKOL/Siap
kerja)
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Dari tabel diatas tentang analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan

dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja disemua program ada 1 (satu)

indikator yang realisasinya tidak mencapai target yang telah di tentukan :

1. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial

ketenagakerjaan realisasinya tidak mencapai target, hasil data ini merupakan

data crosscutting dengan BPJS Ketenagakerjaan.

3 Meningkatnya
Perlindungan
Tenaga Kerja dan
Pengembangan
Hubungan
Industrial

Besaran Kasus
yang
diselesaikan
dengan
Perjanjian
Bersama (PB) (%)

65 92,59% 142% Rendahnya
penyelesaian kasus
secara Perjanjian
Bersama Hal ini
disebabkan tidak
ada kesepakatan
antara pengusaha
dan pekerja dalam
menyelesaikan
kasus
ketenagakerjaan.

Melakukan
pendekatan
secara
persuasif
terhadap
penyelesa ian
kasus yang
dilakukan
secara mediasi
(agar kasus
dapat di
selesaikan
dengan PB)

Besaran pekerja/
buruh yang
menjadi peserta
perlindungan
jaminan sosial
ketenagakerj
Aan (%)

63 52.90% 84% Telah tercovered
perlindungan
jaminan sosial
ketenagakerjaan
baik Penerima
Upah maupun
Bukan Penerima
Upah

Melakukan
proses
pengkajian
untuk tenaga
kerja yang
belum
tercovered
perlindungan
jaminan sosial
ketenagakerjaan
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Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran pada tahun
2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Perbandingan anggaran keluaran dengan capaian keluaran

No Tujuan Strategis Indikator

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN Efisiensi

Target Realisasi
%

Capaian
Target Realisasi %

Capaian

1
Menugurangi Angka
Pengangguran

Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)

2,10 1,41 132 11.665.263.368 10.595.543.020 90,83 145%

Efisiensi (%) = Capaian Kinerja (%) x100 : 132 / 90,83 x 100% = 145% dengan katagori Sangat Efisien

Realisasi Anggaran

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
2.
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Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh

kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2025. Adapun analisis

keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam

mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan

No Tujuan/ Sasaran Indikator
Kinerja Capaian%

Program/
Kegiatan/

Sub Kegiatan

Indikator
Kinerja Capaian% Menunjang/

Tidak Menunjang

1 Meningkatnya
layanan
kesekretariatan

Persentase
pemenuhan
layanan
kesekretariatan 100%

Program
penunjangan
urusan
pemerintahan
daerah kabupaten/
kota

Persentase
Pemenuhan
layanan
kesekretariatan

Tidak Menunjang

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

JumlahASN yang
Menerima Gaji
dan Tunjangan
Sesuai Dengan
Peraturan dan
Perundangan
yang Berlaku

100% Tidak Menunjang

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

JumlahOrang
yangMenerima
Gaji dan
Tunjangan ASN

100% Tidak Menunjang

Administrasi
Pendapatan
Daerah
Kewenangan
Perangkat Daerah

Jumlah
Perusahaan
Pengguna TKA
Termonitoring
Jumlah
Perusahaan yang
Mempekerjakan
Tenaga Kerja
Asing yang
bekerja di Kota
Denpasar

Tidak Menunjang

Penyuluhan dan
Penyebarluasan
Kebijakan Retribusi
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Penyuluhan
dan
Penyebarluasan
Kebijakan
Retribusi Daerah

100% Tidak Menunjang
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Administrasi
UmumPerangkat
Daerah

Persentase
pemenuhan
fasilitasi
administrasi
umum

Tidak Menunjang

Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

Jumlah Paket
komponen
instalasi
Listrik/
Penerangan
Bangunan
Kantor yang
disediakan

100% Tidak Menunjang

Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor

Jumlah paket
peralatan dan
perlengkapan
kantor yang
disediakan

100% Tidak Menunjang

Penyediaan
peralatan rumah
tangga

Jumlah paket
peralatan rumah
tangga yang
disediakan

100% Tidak Menunjang

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

Jumlah paket
barang cetakan
dan
penggandaan
yang disediakan

100% Tidak Menunjang

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan
Fasilitasi
Kunjungan Tamu

100% Tidak Menunjang

Penyelenggaraan
rapat koordinasi dan
konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

100% Tidak Menunjang

PengadaanBarang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Persentase
ketersediaan
barangmilik
daerah
penunjang
urusan
perangkat
daerah

Tidak Menunjang

Pengadaan Peralatan
danMesin Lainnya

JumlahUnit
Peralatan dan
Mesin Lainnya
yang Disediakan

100% Tidak Menunjang



LKJiP DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR 55

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Terpenuhinya
Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Tidak Menunjang

Penyediaan jasa
surat menyurat

Jumlah Laporan
penyediaan jasa
surat menyurat

100% Tidak Menunjang

Penyediaan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik

Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi
sumber Daya Air
dan Listrik yang
disediakan

100% Tidak Menunjang

Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
disediakan

100% Tidak Menunjang

Penyediaan jasa
pelayanan umum
kantor

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan
Umum Kantor
yang disediakan

100% Tidak Menunjang

Pemeliharaan
Barang Milik
DaerahPenunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Persentase
barangmilik
daerah yang
layak pakai

Tidak Menunjang

Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan
pajak kendaraan
perorangan dinas atau
kendaraan dinas
jabatan

Jumlah
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang
dipelihara dan
dibayarkan
pajaknya

100% Tidak Menunjang

Pemeliharaan
peralatan dan mesin
lainnya

JumlahPeralatan
danmesin
lainnya yang
dipelihara

100% Tidak Menunjang

Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya

JumlahGedung
Kantor dan
Bangunan
lainnya yang
dipelihara/
Direhabilitasi

100% Tidak Menunjang
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Pemeliharaan /
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/
Direhabilitasi

100% Tidak Menunjang

2 Meningkatnya
Kompetensi
Tenaga Kerja

Besaran Tenaga
Kerja yang
Mendapat
Pelatihan
Berbasis
Kompetensi

111%

Program pelatihan
kerja dan
produktivitas tenaga
kerja

Menunjang

Besaran Tenaga
Kerja yang
Mendapat
Pelatihan
Kewirausahaan

104%
Pelaksanaan
Pelatihan
berdasarkan unit
kompetensi

Menunjang

Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan
Keterampilan Bagi
Pencari Kerja
Berdasarkan Klaster
Kompetensi

Jumlah tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
berbasis
kompetensi pada
tahun n

100% Menunjang

Pembinaan
Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta (LPKS)

Menunjang

Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja
Swasta (LPKS)

Jumlah Lembaga
Pelatihan Kerja
Swasta yang
dibina

100% Menunjang

Pengukuran
Produktivitas
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Menunjang

Pengukuran
Kompetensi dan
Produktivitas Tenaga
Kerja

Jumlah
Dokumen Hasil
Pengukuran
Produktivitas
dan Daya Saing
Tenaga Kerja di
Tingkat Daerah

100% Menunjang
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3
Meningkatnya
Penempatan dan
Perluasan
Kesempatan Kerja

Besaran Pencari
Kerja yang
Terdaftar yang
Ditempatkan

212%

Program
penempatan tenaga
kerja

Menunjang

Pengelolaan
Informasi Pasar
Kerja

Menunjang

Pelayanan dan
Penyediaan
Informasi Pasar
Kerja Online

Jumlah pencari
dan pemberi
kerja yang
terdaftar dalam
pasar kerja
melalui sistem
online ( karir
HUB)

100% Menunjang

Job Fair/Bursa Kerja Jumlah pencari
kerja yang
mendapatkan
pekerjaan
melalui Job
Fair/Bursa Kerja

100% Menunjang

Pelayanan antar
kerja di Daerah
Kabupaten/
Kota

Menunjang

Penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas
Ketenagakerjaan

Jumlah Tenaga
Kerja yang
Mendapatkan
Fasilitasi
Layanan ULD

100% Menunjang

Pelayanan antar kerja Jumlah tenaga
kerja yang
ditempatkan
melalui layanan
AKAD dan AKL

100% Menunjang

Penyuluhan
bimbingan jabatan
bagi pencari kerja

Jumlah pencari
kerja yang
mendapatkan
penyuluhan dan
bimbingan
jabatan

100% Menunjang
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Perlindungan PMI
(Pra dan Purna
Penempatan) di
Daerah Kab/Kota

Menunjang

Peningkatan
Perlindungan dan
Kompetensi Calon
Pekerja Migran
Indonesia (CPMI)/
Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

Jumlah CPMI/PMI
yang dilindungi
dan ditingkatkan
kompetensinya

100% Menunjang

4

Meningkatnya
Perlindungan
Tenaga Kerja dan
Pengembangan
Hubungan
Industrial

Besaran Kasus
Yang Diselesaikan
dengan Perjanjian
Bersama

142%

Program Hubungan
Industrial

Menunjang

Besaran
pekerja/buruh
yang menjadi
peserta
perlindungan
jaminan sosial
ketenagakerjaan

84%

Pengesahan
peraturan
perusahaan dan
pendaftaran
perjanjian kerja
bersama untuk
perusahaan yang
hanya beroperasi
dalam 1 (satu) daerah
kab/kota

Menunjang

Penyelenggaraan
Pendataan dan
Informasi Sarana
Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Serta
Pengupahan

Jumlah data dan
informasi sarana
HI (PP/PKB,
Struktur skala
Upah, dan LKS
Bipartit) dan
pekerja yang
terdaftar sebagai
peserta
jamsostek serta
pengupahan

100% Menunjang

Pencegahan dan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial, Mogok
Kerja dan
Penutupan
Perusahaan di
Daerah Kabupaten/
Kota

Menunjang
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Program/Kegiatan yang menunjang IKU DTKSK Kota Denpasar adalah Program pelatihan kerja dan

produktivitas tenaga kerja, Program penempatan tenaga kerja dan Program Hubungan Industrial beserta

kegiatan dan sub kegiatan dibawahnya. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota tidak menunjang IKU DTKSK Kota Denpasar secara langsung karena merupakan program

penunjang yang mendukung operasional rutin kantor.

Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan
Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/
Berdampak Pada
Kepentingan di 1
(satu) Daerah

Jumlah Perkara
Perselisihan yang
terselesaikan

100% Menunjang

Penyelenggaraan
Verifikasi dan
Rekapitulasi
Keanggotaan pada
Organisasi Pengusaha,
Federasi, dan
Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat
Pekerja/Serikat Buruh
serta Non Afiliasi

Jumlah Asosiasi
pengusaha dan
serikat pekerja
yang diverifikasi

100% Menunjang
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Alokasi dan realisasi anggaran yang dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Denpasar tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada

tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Anggaran

No Program/ Kegiatan Target Anggaran Realisasi Anggaran Capaian

Program penunjangan urusan
pemerintahan daerah
kabupaten/ kota

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

6.492.475.504 6.315.624.649 90%

Administrasi Pendapatan
Daerah Kewenangan Perangkat
Daerah

Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan
Retribusi Daerah

7.800.000 7.100.000 98,85%

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Penyediaan komponen instalsi
listrik/penerangan bangunan
kantor

6.201.000 5.860.800 94,51%

Penyediaan peralatandan
perlengkapan kantor

50.200.000 46.129.640 91,89%

Penyediaan peralatan rumah
tangga

24.532.600 20.745.900 84.56%
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Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

66.739.100 39.997.200 60%

Fasilitasi KunjunganTamu 14.100.000 9.270.000 65.74%

Penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi SKPD

20.061.000 13.361.484 66.60%

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

265.190.500 253.758.404 95,68%

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa surat menyurat 172.843.500 137.565.740 79,59%

Penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik

146.400.000 90.420.581 61,76%

Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor

207.941.000 182.905.000 87,96%

Penyediaan jasa pelayanan
umum kantor

916.479.365 888.388.949 96,93%

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan dan pajak
kendaraan perorangan dinas
atau kendaraan dinas jabatan

312.740.000 247.921.583 79.27%

Pemeliharaan peralatan dan
mesin lainnya

62.850.000 45.600.090 72,55%

Pemeliharaan / Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

129.400.000 127.817.819 98,78%

Pemeliharaan / Rehabilitasi 4.000.000 3.505.001 87,63%
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Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Program pelatihan kerja dan
produktivitas tenaga kerja

Pelaksanaan Pelatihan
berdasarkan unit kompetensi

Proses Pelaksanaan Pendidikan
dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi

845.200.000 828.706.800 98,05%

Pembinaan Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta (LPKS)

Pembinaan Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta

46.701.600 46.029.300 98.56%

Pengukuran Produktivitas
Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota

Pengukuran Kompetensi dan
Produktivitas Tenaga Kerja

16.130.000 14.515.050 89,99%

Program penempatan tenaga
kerja

Pelayanan antar kerja di
Daerah Kab/Kota

Pelayanan antar Kerja 247.982.500 237.856.080 95,92%

Penyelenggaraan Unit Layanan
Disabilitas Ketenagakerjaan

97.782.500 96.160.500 98,34%

Penyuluhan Bimbingan Jabatan
bagi Pencari Kerja

56.800.000 54.220.650 95,46%
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Pengelolaan informasi pasar
kerja

Pelayanan dan Penyediaan
Informasi Pasar Kerja Online

236.457.500 232.870.000 98,48%

Job Fair/Bursa Kerja 295.131.200 263.856.100 89,40%

Perlindungan PMI (Pra dan
Purna Penempatan) di Daerah
Kab/Kota

Peningkatan Pelindungan dan
Kompetensi Calon Pekerja
Migran Indonesia (PMI)

10.932.500 8.312.500 76,03%

Program hubungan industrial

Pengesahan peraturan
perusahaan dan pendaftaran
perjanjian kerja bersama untuk
perusahaan yang hanya
beroperasi dalam 1 (satu)
daerah kab/kota

Penyelenggaraan Pendataan
dan Informasi Sarana Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja serta Pengupahan

209.338.000 204.535.000 97,71%

Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di
Daerah Kabupaten/Kota

Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

26.574.000 20.745.000 78,07%
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Dari tabel di atas penyerapan anggaran ada 9 sub kegiatan yang masih di bawah 80%
yaitu :
1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2. Fasilitasi KunjunganTamu

3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

4. Penyediaan jasa surat menyurat

5. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

6. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan

dinas atau kendaraan dinas jabatan

7. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

8. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)

9. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan

Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Hal ini dikarenakan :

a) Adanya Pegawai yang pensiun dan jabatan Kepala Dinas baru terisi pada bulan
Oktober

b) TPP PPPK Tahap I dan II tidak sesuai dengan tingkatan aturan
c) Belanja Iuran Tappera yang tidak direalisasikan
d) Diberlakukannya Optimalisasi Anggaran dan Penyesuaian Volume Pekerjaan/ Barang

pada Tahun Anggaran selanjutnya

Untuk capaian indikator kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan rata-rata

penyerapan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan

kegiatan yang telah ditetapkan, capaian realisasi keseluruhan pada tahun 2025 sebesar

90.83%.

Penyelenggaraan Verifikasi dan
Rekapitulasi Keanggotaan pada
Organisasi Pengusaha, Federasi
dan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh serta Non
Afiliasi

179.050.000 151.153.200 84,42%

TOTAL 11.665.263.368 10.595.543.020 90,83%
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Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

tahun 2025 yang mewujudkan kinerja Dinas sesuai dengan tujuan Dinas yang telah ditetapkan

dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No Program/ Kegiatan Target Anggaran Realisasi Anggaran Capaian

Program pelatihan kerja dan
produktivitas tenaga kerja

908.031.600 889.251.150 97,93%

Pelaksanaan Pelatihan
berdasarkan unit kompetensi

845.200.000 828.706.800 98,05%

Proses Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari
Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi

845.200.000 828.706.800 98,05%

Pembinaan Lembaga
Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

46.701.600 46.029.300 98.56%

Pembinaan Lembaga Pelatihan
Kerja Swasta

46.701.600 46.029.300 98.56%

Pengukuran Produktivitas
Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota

16.130.000 14.515.050 89,99%

Pengukuran Kompetensi dan
Produktivitas Tenaga Kerja

16.130.000 14.515.050 89,99%

Program penempatan tenaga
kerja

945.086.200 893.605.830 94,55%

Pelayanan antar kerja di
Daerah Kab/Kota

402.565.000 388.567.230 96,52%

Pelayanan antar Kerja 247.982.500 237.856.080 95,92%

Penyelenggaraan Unit Layanan
Disabilitas Ketenagakerjaan

97.782.500 96.160.500 98,34%

Penyuluhan Bimbingan
Jabatan bagi Pencari Kerja

56.800.000 54.220.650 95,46%
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Pengelolaan informasi pasar
kerja

531.588.700 496.726.100 93,44%

Pelayanan dan Penyediaan
Informasi Pasar Kerja Online

236.457.500 232.870.000 98,48%

Job Fair/Bursa Kerja 295.131.200 263.856.100 89,40%

Perlindungan PMI (Pra dan
Purna Penempatan) di Daerah
Kab/Kota

10.932.500 8.312.500 76,03%

Peningkatan Pelindungan dan
Kompetensi Calon Pekerja
Migran Indonesia (PMI)

10.932.500 8.312.500 76,03%

Program hubungan industrial 414.962.000 376.433.200 90,71%

Pengesahan peraturan
perusahaan dan pendaftaran
perjanjian kerja bersama
untuk perusahaan yang hanya
beroperasi dalam 1 (satu)
daerah kab/kota

209.338.000 204.535.000 97,70%

Penyelenggaraan Pendataan
dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
serta Pengupahan

209.338.000 204.535.000 97,71%

Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan di
Daerah Kabupaten/Kota

205.624.000 171.898.200 83,59%

Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

26.574.000 20.745.000 78,07%
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Penyelenggaraan Verifikasi
dan Rekapitulasi Keanggotaan
pada Organisasi Pengusaha,
Federasi dan Konfederasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
serta Non Afiliasi

179.050.000 151.153.200 84,42%

TOTAL 2.268.079.800 2.159.290.180 95,20%

1. Dari 3 ( Tiga ) program dan 8 ( delapan ) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga

Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sudah mencapai daya serap

keuangan sebesar 95,20 %.

2. Terdapat 5 ( lima ) kegiatan yang daya serap keuangannya rata-rata diatas 90%

3. Untuk capaian indikator kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan rata-rata

penyerapan anggaran sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang

diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.



LKJiP DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR 68

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan realisasi pertanggungjawaban

dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi kepada Walikota Denpasar.

LKjIP ini merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan

kekurangan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi berdasarkan rencana strategis

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LKjIP ini juga berfungsi sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas

Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar di tahun mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah

dilakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota

Denpasar telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada.

Dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 daya

serap anggaran mencapai 95,20%.

BAB IV PENUTUP

L
4.1 Kesimpulan
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aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud capaian

kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan

datang antara lain :

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan cermat

mempertimbangkan hasil dari evaluasi analisis capaian kinerja yang telah

dilaksanakan.

2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian

kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang

menyangkut outcomes program dan output kegiatan.

3. Melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai yang

mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar, sehingga dapat dipersiapkan strategi – strategi guna meminimalisir

hambatan – hambatan tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan

Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun untuk dapat digunakan

sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran

yang akan datang demi peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi Kota Denpasar.

L
4.2 Saran
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LAMPIRAN
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PEMERINTAH KOTA DENPASAR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR

DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR



DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGAKERJA DANSERTIFIKASI KOMPETENSI KOTADENPASAR

TAHUN 2021-2026

Tugas Pokok : 1 Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi : 1
2
3
4
5

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketenagakerjaan
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikanWalikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pembinaan,monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

NO
KINERJA UTAMA ATAU
TUJUAN/SASARAN

STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Mengurangi Angka
Pengangguran

Jumlah Pengangguran x 100% Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota
Denpasar

Badan Pusat Statistik Kota
Denpasar

1 Tingkat Pengangguran Terbuka Jumlah Angkatan Kerja

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar

Ir. I Made Widiyasa, MT
Pembina Tk. I

NIP. 19650721 199603 1 003
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Tujuan Sasaran

Program/
Kegiatan

Sub Kegiatan

Tujuan/
Sasaran
Strategis

Indikator Target Uraian Indikator
Tingkat
Capaian
(Target)

Uraian Indikator
Kinerja

Satuan Target
ket

Mengurangi
Angka
Pengangguran

Tingkat
Pengangguran

Terbuka
2,10%

1 Meningkatnya
Kompetensi
Tenaga Kerja

Besaran Tenaga
Kerja yang
Mendapat Pelatihan
Kewirausahaan

Besaran Tenaga
Kerja yang
Mendapat Pelatihan
Berbasis
Kompetensi

96%

90%

1

1

Program
Pelatihan Kerja
dan Produktivitas
Tenaga Kerja

Pelaksanaan
Pelatihan
Berdasarkan
Unit Kompetensi

1 Proses
Pelaksanaan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Keterampilan
Bagi Pencari
Kerja
Berdasarkan
Klaster
Kompetensi

- Jumlah
Tenaga
Kerja yang
mendapat
pelatihan
berbasis
kompetensi
pada tahun n

Orang 100



2

2 Pembinaan
Lembaga
Pelatihan Kerja
Swasta (LPKS)

2 Pembinaan
Lembaga
Pelatihan
Kerja
Swasta
(LPKS)

- Jumlah
LPKS yang
dibina

LPKS 60

3 Pengukuran
Produktivitas
Tingkat Daerah
Kabupaten
/Kota

3 Pengukuran
Kompetensi
dan
Produktivitas
Tenaga
Kerja

- Jumlah
dokumen
hasil
pengukuran
produktivitas
dan daya
saing tenaga
kerja di
tingkat
daerah

Dokumen 2

Meningkatnya
Penempatan
dan Perluasan
Kesempatan
Kerja

Besaran Pencari
Kerja yang
Terdaftar yang
Ditempatkan

38% 2

1

Program
Penempatan
Tenaga Kerja

Pengelolaan
Informasi Pasar
Kerja

1

2

Pelayanan
dan
Penyediaan
Informasi
Pasar Kerja
Online

Job
Fair/Bursa
Kerja

-

-

Jumlah
pencari dan
pemberi
kerja yang
terdaftar
dalam pasar
kerja
melalui
sistem
online (karir
Hub)

Jumlah
pencari kerja
yang
mendapatkan
pekerjaan
melalui Job
Fair/Bursa
kerja

Orang

Orang

600

200



2

3

Pelayanan antar
kerja di Daerah
Kabupaten/Kota

Perlindungan
PMI (Pra dan
Purna
Penempatan) di
Daerah
Kabupaten/Kota

1

2

3

1

Penyelengga
raan Unit
Layanan
Disabilitas
Ketenagakerj
aan

Pelayanan
antar kerja

Penyuluhan
dan bimbingan
jabatan bagi
pencari kerja

Peningkatan
Perlindungan
dan
kompetensi
Calon
Pekerja
Migran
Indonesia
(CPMI)/
Pekerja
Migran
Indonesia

-

-

-

Jumlah tenaga
kerja
disabilitas
yang
mendapatkan
fasilitasi
Layanan Unit
Layanan
Disabilitas
(ULD)

Jumlah
tenaga
kerja yang
ditempatka
n melalui
AKAD dan
AKL

Jumlah
pencari kerja
yang
mendapatkan
penyuluhan
bimbingan
jabatan

Jumlah
CPMI/PMI
yang dilindungi
dan
ditingkatkan
kompetensi
nya

Orang

Orang

Orang

Orang

20

2000

500

60



3 Meningkatnya
Perlindungan
TenagaKerja
dan
Pengembangan
Hubungan
Industrial

Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
(PB)

Besaran
pekerja/buruh yang
menjadi peserta
perlindungan
jaminan sosial
ketenagakerjaan

65%

63%

3

1

Program
Hubungan
Indutrial

Pengesahan
peraturan
perusahaan dan
pendaftaran
perjanjian kerja
bersama untuk
perusahaan yang
hanya beroperasi
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

1 Penyelengg
ara an
Pendataan
dan
Informasi
Sarana
Hubungan
Industrial
dan
Jaminan
Sosial
Tenaga
Kerja Serta
Pengupahan

Jumlah data
dan informasi
sarana HI
(PP/PKB,
Struktur skala
Upah, dan
LKS Bipartit)
dan pekerja
yang terdaftar
sebagai
peserta
jamsostek
serta
pengupahan

Laporan 5
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